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Dewan Perwakilan Daerah lahir dari perubahan ketiga Undang-Undang DasarNegara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Gagasanpembentukan DPD adalah dalam rangka
menghadirkan sistem checks andbalances baik antar cabang kekuasaan maupun dalam internal
lembagalegislatif yang disebut sistem parlemen dua kamar (bicameralism).Namun,dalam
pengaturan kewenangan fungsi pengawasan DPD tidak diatur samakuat dengan DPR sehingga
menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasanDPD tidak maksimal, hal tersebut juga menjadikan
sistem checks andbalances di internal parlemen tidak berjalan sebagaimana yang
diharapkan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasanDPD
berdasarkan UUD NRI 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti datasekunder. Sumber data yang digunakan
data sekunder yang bersumber daribahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan
bahan hukummenggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatifkualitatif.
Hasil penelitian diperoleh bahwa eksistensi fungsi pengawasan DPDterdapat dalam UUD NRI
1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD (MD3) dan Peraturan DPD
No. 2 Tahun 2019 tentang TataTertib. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terdiri dari
pengawasan kelembagaan dan pengawasan perseorangan, dimana pengawasan kelembagaan
meliputi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan pengawasan terhadap keuangan
negara serta pengawasan perseorangan mengawasi terkait pelaksanaan undang-undang oleh
pemerintah daerah. Hasil dari pengawasan DPD nantinya diserahkan kepada DPR sebagai
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Untuk mempertanggunjawabkan

hasilA A pengawasanya kepada masyarakat DPD mempublikasi hasil pengawasan tersebut
melalui media cetak dan elektronik.Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fungsi
Pengawasan
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